WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4¢° TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota
Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 39) sebagai dokumen perencanaan -Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)-tahun, telah
ditetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 106, Peraturan Walikota
tersebut diatas sebagai pedoman perumusan
penyempurnaan rancangan renja Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 6233);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2004 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017
Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun
2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran
Daerah tahun 2017 Nomor 12).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan ¢ PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan RKPD untuk
5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen
rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Padang.
BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD.

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah
berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Perkada tentang RKPD.

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.



BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DARAH
Pasal 3

(1) Renja SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota
ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 L1 2019

TA PADANG,

(72

LDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 v 2019

SEKRETARIS DAE OTA PADANG

ﬂ ..
AMASRUL
BEBITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 45



